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3 ASPEK PENTING PENGUATAN RUU TPKS

Pengaturan Ketentuan Pidana Penguatan Hak Korban Penguatan Pengaturan

Memperbaiki paradigma harusnya . Pengaturan hak yang Hukum Acara
KS= penyerangan integritas

tubuh bukan perlindungan komprehensif. di setiap  Penting peran sentral korban,
moral publik / kesusilaan ¢ proses hingga pemulihan karena dalam KUHAP korban
recommendation Cedaw: 19,35: 1992, 2017) (WHO: 2010), (ICJR:2017, 2020)
(ICJR:2017), IR, IR, Puskapa 2022) belum berperan sentral na
Mencegah dUlek&Sl pengaturan ° Kejelasan Pengatu ran: RKUHAP:2012, NA RUU PKS: 2004, ICJR: 2022)
KSucsmaon pemenuhan hak dalam « Jaminan hak prosedural khas
Menjamin pendefinisian KS aspek regulasi, perlindungan korban KS naruu
termasuk KS dalam UU lain yang fasilitas/layanan, PKS 2020) (CEDAW/C/73/D/100/2016)
sudah tersebar (UN:2010) (ICJR:2020) :

penganggaran, SDMcp, s, « Teknis pemenuhan hak

i i Puskapa:2022

Pemidanaan yang memperhatikan elapu0z?) prosedural, termasuk untuk

pemulihan korban

kelompok spesifik

(CEDAW/C/73/D/100/2016)



PENGATURAN KETENTUAN PIDANA

RUU TPKS Baleg RUU TPKS versi pemerintah RUU PKS JMS dan Komnas
Perempuan
I. Pelecehan seksual non fisik I. Pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual;

l.

2. Pelecehan seksual fisik 2. Pelecehan seksual fisik; dibagi 2: 2. pemaksaan perkawinan;
3. Pelecehan seksual berbasis *  pelecehan fisik 3. pemaksaan kontrasepsi;
elektronik * pelecehan fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah 4. pemaksaan aborsi;

4. Pemaksaan kotrasepsi kekuasaannya 5. perkosaan;
5. Pemaksaan sterilisasi 3. Pemaksaan kontrasepsi; 6. eksploitasi seksual;

6. Eksploitasi seksual 4. Pemaksaan sterilisasi; dan 7. pemaksaan pelacuran;
7. Pemberatan KS dengan unsur | 5. Penyiksaan seksual 8. perbudakan seksual; dan
perbuatan terkait penyiksaan: 9. penyiksaan seksual.

mendapatkan keterangan; Termasuk KS:

menghukum; diskriminasi perkosaan; Semuanya termasuk jika
perbuatan cabul; dilakukan diranah elektronik/
persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak; dengan transmisi elektronik

perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
pemaksaan aborsi;

pemaksaan pelacuran;

tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat
kekerasan seksual; dan

tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan
Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan




CATATAN KRITIS KETENTUAN PIDANA

Sembilan jenis KS harus masuk dalam jangkauan RUU ini (tidak mesti jadi

l.
tindak pidana baru, dikontekskan dengan tujuannya (apakah sebagai pemberatan 2.
dan ketentuan saat ini) i'
Kedua versi RUU menijelaskan ‘““dan perbuatan kekerasan seksual lainnya 5.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan
dalam Undang-Undang ini.” 6.
Yang perlu dimuat: listing KS tersebut 7.

Ketentuan Penutup: menentukan perumusan norma KBGO disertai dengan 8.

penyikapan dalam ketentuan penutup terhadap norma yang bermasalah (Pasal 27

ayat (1) UU ITE dan Pasal 4, 8, 9, 10 UUPornografi) 9.

pelecehan seksual; masuk
pemaksaan perkawinan; dilematis
pemaksaan kontrasepsi; masuk
pemaksaan aborsi; Pasal 347 KUHP
perkosaan; Pasal 285 KUHP,Pasal
479

eksploitasi seksual; perlu
dimasukkan tanpa unsur “proses”
pemaksaan pelacuran; bagian dari
eksploitasi seksual

perbudakan seksual; pemberatan
eksploitasi seksual

penyiksaan seksual: masuk,
penekanan pelaku pejabat




REKOMENDASI PENGUATAN PENGATURAN TINDAK PIDANA

*  Perumusan KS siber (bisa dari draft Baleg, tapi bisa paling dasar: penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, pelecehan online dan penguntitan)

*  Perumusan KS eksploitasi seksual beserta pemberatannya: perbudakan seksual

* Rekomendasi listing “termasuk KS”
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perkosaan

perbuatan cabul

perbuatan melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak

pemaksaan aborsi

penghinaan ringan dalam KUHP baik lisan/tulisan yang berkaitan dengan seksualitas, dan/atau kesusilaannya

mengancam dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dalam KUHP

penganiayaan dalam KUHP jika dilakukan terhadap organ reproduksi

Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

Pornografi yang memuat kekerasan seksual atau ancaman kekerasan;

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu berkaitan dengan sekualitas dan kesusilaan dalam
KUHP;

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan berkaitan dengan seksualitas dan kesusilaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan
keterangan dalam KUHP; dan

Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Rekomendasi ketentuan penutup:

(I)  Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Pasal 27 ayat (1) UU No. | | tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. |9 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU | | tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Pasal 296 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Ketentuan Pasal 4, 8, 9, 10 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut atas dasar kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, atau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu



PEMIDANAAN




RUU TPKS Baleg

RUU TPKS versi pemerintah

RUU PKS JMS dan Komnas
Perempuan

Pidana ditambah 1/3 apabila: 10

jenis pemberatan: fakto pelaku,

dampak kepada korban, kondisi

kejadian diantaranya

a. Dilakukan terhadap Anak;

b. Dilakukan terhadap seseorang
dalam keadaan pingsan atau
tidak berdaya;

Pidana tambahan (optional)
a) pencabutan hak asuh Anak
atau pengampuan;

b) pengumuman identitas
pelaku;

o) perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana;
dan/atau

d) pembayaran Restitusi.

Tindakan rehabilitasi (optional) di
bawah koordinasi jaksa,
kementerian hukum, kesehatan,

sosial
a. Rehabilitasi medis; dan
b. Rehabilitasi sosial.

Pidana ditambah 1/3 apabila: 10 jenis

pemberatan: fakto pelaku, dampak

kepada korban, kondisi kejadian

diantaranya

a. Dilakukan terhadap Anak;

b. Dilakukan terhadap seseorang dalam
keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Pidana tambahan (optional)

a) pencabutan hak asuh Anak atau
pengampuan;

b) pengumuman identitas pelaku;

<) perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana;
dan/atau

d) pembayaran Restitusi.

Tindakan rehabilitasi (optional)
pengawasan kementerian hukum,
kesehatan, sosial

a) Rehabilitasi medis;

b) Rehabilitasi psikiatrik;

c) Rehabilitasi sosial.

Pidana pokok: penjara dan kerja
sosial

Pidana tambahan (bisa lebih dari I)
a. pencabutan hak asuh anak atau
pengampuan;

b. perampasan hasil atau kekayaan
yang diperoleh dari tindak pidana;
c. pencabutan hak politik untuk
memilih dan dipilih dalam pemilihan
umum;

d. pencabutan hak menjalankan
pekerjaan;

e. pencabutan jabatan atau
profesi; dan

f. pembayaran ganti rugi,

restitusi atau kompensasi
Tindakan bersama pidana pokok:

rehabilitasi: Anak di bawah 14 tahun,
atau terdakwa pelecehan seksual,
eksploitasi seksual, pemaksaan
kontrasepsi, pemaksaan aborsi,
perkosaan, pemaksaan perkawinan,
pemaksaan pelacuran, perbudakan
seksual, dan penyiksaan seksual.




CATATAN KRITIS PEMIDANAAN

Untuk anak pengaturan konsen/persetujuan harusnya irrelevan: kedua RUU tidak menjamin hal tersebut

Untuk orang tidak berdaya masih belum ada unsur*ketidakberdayaan” atau“keadaan pingsan” untuk pelecegahan
seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual

Restitusi bagian dari hak korban: kewajiban ada di Aparat Penegak Hukum, tidak serta merta sebagai pidana
tambahan

Belanda: pemberatan tambah 1/3: Within the relationship sphere (partner/ex-partner); friendly relationship
between perpetrator and victim, gang rape, Special violence (severity/degree), Repetitions of actions over a longer
period of time (frequency), Particularly threatening and/or humiliating setting (long duration, deprivation of liberty,
threats, penetration with objects, periods, tying up, combination and sequence of sexual acts), Sudden Attack,
Foster place: public domain/victim's home/carrying to remote location, Preconceived plan (conscious
consideration and preparation), Do not use a condom, Within dependency relationship, (Other) special
vulnerability of victim (physical/mental disability, intoxicated condition, drug use), consequences (defloration,

significant mental or physical injury, disruption/impact of family life, disrupting sexual development, risk of HIV
infection, STD



¢ UK: pedoman pemidanaan: (Kategori dampak+ unsur kesalahan= starting point hukuman)+Faktor Pemberat (wajib
dan non wajib)- Faktor peringan- Guilty Plea guideline (pertimbangan tingkat bahaya, pertimbangan lain, alasan,
penahanan)



RUU Baleg

RUU versi pemerintah

Jenis hak: hak penanganan, hak pelindungan, hak
pemulihan

Sama: hak penanganan, hak pelindungan, hak pemulihan

PENGUATAN
HAK KORBAN

Hak Pemulihan:

a) fisik;

b)  psikologis;

c) ekonomi;

d)  sosial dan budaya; dan
e)  ganti rugi

Hak Pemulihan:

a) Rehabilitasi kesehatan;
b) Rehabilitasi sosial;

) Restitusi; dan

d)  reintegrasi sosial.

Dipenuhi oleh UPTD, menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah

Pengaturan pemenuhannya belum eksplisit, dipenuhi oleh
PPT: yang terdiri dari unit kerja fungsional, UPTD PPA,
LPSK, dan lembaga masyarakat berbadan hukum (tingkat
pusat dan daerah), namun tidak ada ketentuan eksplisit
soal misal PPT ditiap provinsi

Pendanaan oleh UPTD, tapi tidak eksplisit
jaminan tanggungan

Pada bahasan pendanaan ada jaminan visum et repertum,
visum et repertum psychiatricum, dan layanan kesehatan
bagi Korban. (Pasal 76 ayat (2)

« Secara normatif, pengaturan hak
yang berbeda mengenai
“’reintegrasi sosial” dan jaminan
pendanaan eksplisit untuk visum
dalam draft pemerintah, namun
overall jangkauan hak-nya hampir
sama, kualifikasi sebagai hak apa
yang berbeda

- Saran:

Hak Penanganan (procedural:
APH/Pendamping),

Hak Layanan (procedural tapi
bukan APH)

Hak Pemulihan (pemerintah di
aspek kesehatan, sosial-budaya,
ekonomi, pendidikan)




HAK YANG HARUS ADA

Hak Penanganan:

* hak atas kemudahan mengakses layanan pengaduan/ pelaporan;

* hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan
perkara;

* hak untuk menyampaikan keterangan dan pendapat secara bebas;

* hak kerahasiaan identitas

* hak mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara;

* hak atas pendampingan hukum;

* hak atas pendampingan psikologis;

* hak atas pemeriksaan di ruang khusus

* hak atas partisipasi aktif di dalam proses peradilan

* hak atas dukungan/ penggantian biaya transportasi dan akomodasi;

* hak untuk mendapatkan dispensasi meninggalkan Pendidikan tanpa
resiko

* hak untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah

* hak untuk pemeriksaan di sidang tanpa tersangka/ terdakwa

* hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;

* hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.

* hak atas layanan tempat tinggal sementara;

* hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Hak Layanan:

* hak atas layanan kesehatan darurat:
kontrasepsi, aborsi, pemeriksaan visum
yang ditanggung negara

* hak atas fasilitas dan bantuan khusus
sesuai kondisi dan kebutuhan korban;

* Pencegahan penyakit

* Rehabilitasi medis

* Rehabilitasi sosial

* Rehabilitasi psikososial

* Rumah aman

Hak Pemulihan:

hak atas pemulihan fisik;

hak atas pemulihan psikis;
hak atas pemulihan ekonomi;
hak atas pemulihan sosial
dan budaya;

* Jaminan pendidikan




PENGUATAN HUKUM ACARA

Aspek RUU Baleg RUU versi pemerintah

Pelaporan Polisi, UPTD, LPL Polisi, UPTD, PPT
PPT termasuk didalamnya LPSK, sedangkan permohonan perlidungan LPSK
berbasis laporan polisi

Kewajiban penerima laporan memberikan | diatur Tidak diatur
info kepada korban dan keluarga korban
tentang identitas petugas

Koordinasi dengan pendamping Tidak “terlalu” wajib Wiajib tanpa pengecualian
Keberadaan pendamping di persidangan “dapat”
“dapat”
Jaminan sidang tertutup eksplisit Tidak disebutkan “mungkin” karena merujuk KUHAP,namun catatan tidak semua

listing KS dalam UU disebut KS

Pembacaan Putusan Menghilangkan kronologi Masih memuat
Hak difabel Hanya sebatas “korban” Korban dan saksi
mekanisme Dimuat “penyelesaian perkara dengan RJ”

Masuk hukum acara sebagai trobosan: pelaporan (tidak hanya polisi), sikap tindak APH, perekaman elektronik, pemeriksaan jarak jauh.

Teknis pemenuhan perlu diperjelas: akomodasi yang layak untuk difabel, perintah perlindungan sementara

266 Y ¢¢

R] masih terus diasumsikan sebagai “drop case” “penyelesaian di luar” “perdamaian” Proses R} sangat erat kaitannya dengan

encounter korban-pelaku, hal ini tidak bisa dilakukan di KS



RESPONS YANG DIPERLUKAN UNTUK PERBAIKAN

- Pembahasan harus membuka peluang perubahan substansial,
penguatan harus dilakukan, pada:

- Ketentuan Pidana
- Pemidanaan
- Sistematika Pengaturan hak Korban

- Penghapusan R} sebagai mekanisme hukum acara KS




